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       Skripsi ini adalah studi tentang peradilan gratis bagi masyarakat miskin. Pokok 
permasalahan adalah bagaimana berperkara secara gratis bagi golongan masyarakat 
miskin. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis dan dibahas dengan metode 
kualitatif. 
Tujuan penulis mengangkat judul ini, yakni untuk mengetahui berlaku tidaknya 
sistem prodeo di pengadilan, khususnya di PTUN Makassar. 
       Peradilan gratis merupakan hal yang sangat penting bagi para pencari keadilan 
yang kehidupannya tidak memadai. Dengan adanya berperkara dengan gratis, maka 
masyarakat yang tidak mampu, dapat juga mempertahankan haknya dengan penuh 
keadilan.  
       Bagi masyarakat miskin, peradilan gratis merupakan hal yang perlu diadakan, 
guna menciptakan keadilan tanpa membedakan antara masyarakat mampu dan 
masyarakat yang tidak mampu.  
       Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep peradilan gratis, sejarah berdirinya 
PTUN beserta fungsi-fungsinya. Kemudian lebih lanjut  dibahas mengenai bagaimana 
cara berperkara secara gratis di Pengadilan Tata Usaha Negara.  
Dalam hasil pembahasan pula, di peroleh hasil bahwa dalam pengadilan, harus 
menjunjung tinggi nilai keadilan dan mempertahankan hak orang lain, baik itu 
masyarakat mampu maupun masyarakat yang tidak mampu. 
Hasil penelitian yang penulis dapatkan yakni di PTUN Makassar terdapat 
anggaran untuk berperkara secara gratis, akan tetapi anggaran tersebut tidak 
digunakan sebagaimana mestinya karena tidak adanya ajuan dari masyarakat untuk 
berperadilan gratis. Ini terjadi sejak Tahun 1997 hingga saat sekarang ini yakni Tahun 
2010. Akan tetapi pihak PTUN Makassar tetap memohon ke MA agar anggaran 







A. Latar Belakang Masalah  
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata 
kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib. Dalam 
tata kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga 
masyarakat dalam hukum 
Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan sistem yang 
dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah di bidang Tata Usaha 
Negara, diharuskan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
1
 Dalam 
melaksanakan tugasnya itu pemerintah wajib menjunjung tinggi harkat dan 
martabat masyarakat pada umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga 
masyarakat pada khususnya. Oleh karena itu, pemerintah wajib secara terus 
menerus membina, penyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata 
Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta 
berwibawa dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum 
dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.  
Untuk menghadapi kemungkinan timbulnya benturan kepentingan, 
perselisihan, atau sengketa antara pejabat Tata Usaha Negara dengan warga 
                                                             





masyarakat, yang merupakan negara untuk melindungi masyarakat dari 
kesewenang-wenangan pejabat negara diperlukan adanya sarana hukum yaitu 
Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tersebut sekaligus sebagai sarana 
pengawasan yuridis dan legalitas bagi administrasi negara.
2
 
Di samping itu perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan 
dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya bagi para hakim. 
Demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang 
berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi, baik moril 
maupun materi
3
. Namun kenyataan yang ada, walaupun gaji para Hakim sudah 
diatur dengan sebaik mungkin guna menjauhkan dari tindakan sogokan, tetapi 
tetap saja masih ada kejadian hal seperti itu. Manusia seringkali mengabaikan 
aturan bilamana diperhadapkan dengan uang, Hakim banyak menerima sogokan 
dari masyarakat yang berperkara dengan persyaratan untuk dimenangkan di 
pengadilan.  
Selanjutnya sesuai dengan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 
memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka dalam Undang-undang ini 
diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain: 
a. Mereka yang tidak mampu membaca dan menulis dibantu oleh Panitera 
Pengadilan untuk merumuskan gugatannya. 
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b. Warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu 
diberikan kesempatan untuk berperkara secara gratis; 
c. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak; atas permohonan 
penggugat, ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan 
dengan secara cepat; 
d. Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian 
diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya; 
e. Dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat; 
f. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipanggil sebagai saksi 
diwajibkan untuk datang sendiri.
4
  
Pasal 27 (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Namun kenyataan yang ada, 
di pengadilan-pengadilan banyak yang membedakan antara masyarakat kelas atas 
dan masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah atau masyarakat tidak 
mampu seringkali kalah dalam Pengadilan karena tidak mempunyai uang untuk 
mengurus biaya-biaya pengadilan dan juga tidak punya pembela hukum atau tak 
mempunyai pengacara untuk membela haknya. Hal ini tidak menutup 
kemungkinan terjadi di PTUN Makassar, dan penulis juga khawatir masyarakat 
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yang tidak mampu, tidak dilayani atau dipersulit dalam hal berperkara walaupun 
itu ada yang berberperkara cuma-cuma bagi golongan tidak mampu. 
Dalam berperkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Makassar diperlukan biaya. Hal ini didasarkan pada pasal 59 
ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986. Dalam pengadilan, terdapat uang muka biaya 
perkara yakni biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak 
penggugat.  
Penulis mengangkat judul seperti ini yaitu peradilan gratis bagi 
masyarakat miskin, guna memberi arahan kepada para pencari keadilan yang 
hidupnya kurang mampu dan tidak sanggup membayar biaya perkara di 
pengadilan. Selain itu, masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui 
tentang peradilan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu jadi penulis 
mengangkat judul ini agar para peminat skripsi ini, mendapat informasi dan bisa 
di sampaikan kepada keluarga atau teman- teman yang kurang mampu. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut yaitu peradilan gratis bagi masyarakat 
miskin, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dalam 




2. Bagaimana tingkat keadilan hakim dalam menangani perkara orang miskin 
dan orang mampu? 
3. Bagaimana aplikasi peradilan gratis bagi masyarakat miskin di PTUN 
Makassar? 
 
C. Definisi Operasional  dan Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk memudahkan dalam pembahasan dan menghindari kesalahan 
dalam memahami maksud skripsi ini, maka penulis menguraikan pengertian dari 
beberapa kata yang dianggap perlu dalam judul skripsi ini. 
1. Peradilan adalah proses mengadili, penyelesaian sengketa hukum dan upaya 
untuk mencari keadilan. 
2. Gratis adalah cuma-cuma, tak usah membayar.
5
 Gratis yang dimaksudkan 
ialah dalam hal berperkara dalam pengadilan bagi golongan masyarakat 
miskin, tidak dibebankan biaya apapun atau berperkara dengan cuma-cuma 
3. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak berharta benda, serba 
kurang.
6
 Dimaksudkan masyarakat miskin menurut UU No. 5 Tahun 1986, 
pasal 60 ayat (2) bahwa seorang dianggap tidak mampu apabila 
                                                             





penghasilannya sangat kecil sehingga ia tidak mampu membayar biaya 
perkara dan biaya pembelaan perkara di Pengadilan
7
.  
 Ruang linkup penelitian ini yakni hanya membahas mengenai peradilan 
gratis bagi masyarakat miskin pada UU No. 5 tahun 1986 yang dibantu 
dengan pengamatan langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 
Makassar, dan penulis hanya mengamati peradilan gratis tersebut pada tahun 
2009 saja. 
 
D. Kajian Pustaka 
Sepanjang penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan guna 
membahas serta mempertegas apa yang hendak dikaji oleh penulis dalam skripsi 
berjudul “Peradilan Gratis Bagi Masyarakat Miskin (Studi atas UU No. 5 Tahun 
1986 di PTUN Makassar)“ ini disertai pula dengan segala keterbatasan penulis 
sebagai insan yang tak luput dari kelemahan dan kekurangan maka penulis telah 
berusaha menelaah beberapa referensi baik berupa buku maupun data-data ilmiah 
lain yang dianggap memiliki sinergitas untuk mendukung sejumlah teori dan apa 
yang hendak dikaji oleh penulis dalam skripsi ini. Adapun referensi buku yang 
dianggap perlu sebagai  rujukan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengenal peradilan tata usaha negara, yang disusun oleh Prof. Dr. 
Baharuddin Lopa, SH. Dan Dr. A. Hamzah, SH. Yang diterbitkan oleh Sinar 
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Grafika: Jakarta tahun 1993. Buku ini berisi tentang kekuasaan kehakiman di 
lingkungan peradilan tata usaha negara, fungsi peradilan tata usaha negara 
serta pengajuan perkara. Dalam buku ini tidak membahas secara detail  
mengenai bersengketa dengan cuma-cuma atau peradilan gratis padahal hal 
inilah yang akan dikaji. 
2. Peradilan tata usaha negara yang disusun oleh SF Marbun, yang diterbitkan 
oleh Liberty: Yogyakarta Tahun 1988. Dalam buku ini, mengenai 
pembahasannya tidak jauh beda dengan buku yang telah dijelaskan diatas, 
yakni membahas mengenai fungsi, kekuasaan peradilan serta proses 
berperkara. 
3. Hukum acara pengadilan tata usaha negara yang disusun oleh Wicipto 
Setiadi, SH., MH. Yang diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta 
Tahun 1995. Buku ini berisi tentang proses peradilan tata usaha negara, 
pengajuan gugatan yang di dalamnya membahas mengenai syarat-syarat 
gugatan, dengan biaya dan tanpa biaya, pencatatan perkara, rapat 
permusyawaratan, pemeriksaan persiapan, penetapan hari sidang dan 
pemanggilan para pihak. Dalam buku ini terdapat pembahasan yang akan 
dikaji oleh penulis yakni peradilan dengan tanpa biaya atau gratis. 
4. Hukum acara peradilan tata usaha negara yang disusun oleh H. Rozali 
Abdullah, SH. Yang diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta 
Tahun 2004. Dalam buku ini, mengenai pembahasannya tidak jauh beda 
dengan buku yang telah disususn oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH. Dan 
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Dr. A. Hamzah, SH, yakni membahas mengenai fungsi, kekuasaan peradilan 
serta proses berperkara. 
5. Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia yang dikarang oleh R. 
Soegijatno Tjakranegara, SH, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika: Jakarta 
Tahun 2000. Dalam buku ini juga pembahasannya tidak jauh beda dengan 
buku-buku yang telah dijelaskan diatas. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
a. Guna mengetahui sejauhmana kinerja para pegawai yang dibawah 
naungan lembaga pengadilan dalam memberi bantuan hukum secara 
gratis terhadap masyarakat miskin atau tidak mampu 
b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat keadilan hakim dalam menangani 
perkara antara orang miskin dan orang yang mampu.  
c. Untuk mengetahui pengaplikasian peradilan gratis di masyarakat. 
d. Sebagai suatu referensi bagi penulis sendiri dan masyarakat lainnya. 
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan ilmiah 
Kegunaan ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan 
sebagai sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam bentuk karya 
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ilmiah yang diharapkan dapat bermanfaat sekaligus bisa menjadi bahan 
bacaan bagi para peminat. 
b. Kegunaan Praktis 
Kegunaan praktis yang dimaksud adalah penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih atau bantuan arahan terhadap masyarakat 
pencari keadilan yang hidupnya kurang mampu. 
 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam skripsi ini, ada 5 Bab yakni: pada Bab I pendahuluan, yang 
didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi 
operasional dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 
pustaka dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi. Pada Bab II tinjauan 
kepustakaan/teoretis, yang membahas mengenai konsep peradilan gratis, sejarah 
PTUN, fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, peradilan gratis perspektif Hukum 
Islam. Pada Bab III metode penelitian, yang membahas tentang jenis penelitian, 
jenis pendekatan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. Pada Bab IV 
hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang peran Pengadilan Tata 
Usaha Negara dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin dalam 
berperkara dengan gratis, tingkat keadilan hakim dalam menangani perkara 
masyarakat miskin, dan aplikasi peradilan gratis bagi masyarakat miskin di 
PTUN Makassar. Adapun Bab yang terakhir yakni Bab V penutup, yang 







A. Konsep Peradilan Gratis 
 
1. Arti Istilah Tata Usaha Negara 
Istilah tata usaha negara di sebagian lingkungan perguruan tinggi 
dikenal dengan nama administrasi negara. Alasannya karena istilah Tata 
Usaha Negara lebih sempit daripada istilah administrasi negara. 
Dalam arti yang luas, peradilan tata usaha negara adalah peradilan 
yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara, baik 
yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-
perkara administrasi negara murni. 
Dalam arti sempit, peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang 
menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni.
1
 
2. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara 
 
Tujuan dari peradilan tata usaha negara adalah untuk mengembangkan 
dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat 
menurut undang-undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi 
secara efisien. Dengan perkataan lain, peradilan tata usaha negara diharapkan 
untuk dapat menyelesaikan sengketa antara badan atau pejabat tata usaha 
negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat 
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jalannya pembangunan nasional. Peradilan tata usaha negara tersebut 
diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian 
hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, 
khususnya dalam hubungan antara badan atau pejabat tata usaha negara 
dengan masyarakat. 
Adapun putusan-putusan yang dapat diambil oleh suatu badan 
peradilan tata usaha negara dapat berupa: 
a. Pembatalan suatu keputusan dari seorang pejabat tata usaha negara yang 
melanggar salah satu kriterium. 
b. Membetulkan interpretasi yang keliru. 
c. Memberi perintah pembayaran atau penagihan kepada seorang pejabat atau 
suatu instansi administrasi negara terhadap seorang pegawai negeri yang 
melakukan pelanggaran disiplin. 
d. Penetapan suatu validitas dari suatu dokumen yang dibuat atau diterbitkan 
oleh suatu instansi Tata Usaha Negara. 
e. Membetulkan suatu prosedur atau metode pelaksanaan suatu undang-
undang yang melanggar salah satu kriteria. 
Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaksanaan 
kekuasaan kehakiman yang diberi tugas untuk memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara, kecuali sengketa tata 
usaha dilingkungan militer atau angkatan bersenjata, dan dalam soal-soal ini 
yang memuat ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa. Diputus dan diselesaikan oleh 
peradilan tata usaha militer, sedangkan tata usaha lainnya yang menurut 
undang-undang ini tidak menjadi wewenang peradilan tata usaha negara, 
diselesaikan oleh peradilan umum. 
Peradilan tata usaha negara, diadakan dalam rangka memberikan 
perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan 
akibat suatu keputusan tata usaha negara. Akan tetapi, dalam hubungan ini 
perlu kiranya disadari bahwa di samping hak-hak perseorangan, masyarakat 
juga mempunyai hak-hak tertentu. Hak masyarakat ini didasarkan pada 
kepentingan bersama dari orang yang hidup dalam masyarakat tersebut. 
Kepentingan-kepentingan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang-kadang 
saling berbenturan. Untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya 
terhadap benturan antara kepentingan yang berbeda itu, saluran hukum 
merupakan salah satu jalan yang terbaik dan sesuai dengan prinsip yang 
terkandung dalam falsafah Pancasila. Hak dan kewajiban asasi warga 
masyarakat harus diletakkan dalam keserasian, keseimbangan, dan 
keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. 
Oleh karena itu, tujuan peradilan tata usaha negara tidak semata-mata 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, tetapi sekaligus 
juga melindungi hak-hak masyarakat.
2
 
                                                             
2
 Ibid., h.17-19 
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3. Pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia 
 
Kehadiran UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, 
persiapan sarana personalia hakim dan personalia lainnya juga akan 
menduduki hal penting dalam lembaga peradilan tersebut. Aparatur 
pemerintah baik dipusat maupun di daerah, yang kelak harus dipersiapkan 
menghadapi gugatan-gugatan yang ditujukan terhadapnya, di muka 
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan dihadapkan seorang tukang bakso, 
tukang becak, dan sebagainya, tetapi akan digugat seorang pejabat 
pemerintah, pusat maupun daerah, mulai dari kepala desa sampai dengan 
seorang menteri. 
Di sinilah letak pentingnya peranan para pengacara yang kelak akan 
bertindak sebagai pendamping atau penasihat hukum warga masyarakat. 
Dalam keadaan demikian, para pengacara pun harus dan mulai 
mempersiapkan  diri untuk menghindari ketidaktahuan atau kekeliruannya, 








                                                             
3Victor Situmorang, Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1992), h. 23. 
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4. Cara-cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara 
 
a. Penggugat dan tergugat 
 
Pengadilan dilingkungan peradilan tata usaha negara berwenang, 
memeriksa, memutus dan menyelesesaikan sengketa tata usaha negara. 
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata 
usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 
pejabat tata usaha negara, akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata 
usaha negara. Dari hal ini jelas bahwa yang dapat digugat di pengadilan 
di lingkungan peradilan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata 
usaha negara karena badan atau pejabat tata usaha negara inilah yang 
dapat mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara. Sedangkan yang 
berhak menggugat atau yang menjadi penggugat ialah orang atau badan 
hukum perdata, yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya suatu 
keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara 
yang bersangkutan. Karena sengketa tata usaha tersebut selalu berkaitan 
dengan dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, maka satu-
satunya pihak yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan peradilan 
tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara. 
Berdasarkan hal ini maka dalam acara peradilan tata usaha negara tidak 
dikenal adanya gugat balik atau gugat rekonvensi, atau dengan kata lain 
seorang pejabat tata usaha negara yang merasa dirugikan baik moril 
maupun materiil karena adanya gugatan dari warga masyarakat atau 
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badan hukum perdata, tidak dapat mengajukan gugat balik atau gugat 
rekonvensi. Hal ini disebabkan karena sengketa tata usaha negara tersebut 
adalah berkenaan dengan masalah sah atau tidaknya suatu keputusan tata 
usaha negara. Sengketa mengenai kepentingan hak, termasuk hak 




b. Alasan gugatan dan isi gugatan 
 
Menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 
seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 
dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar 
keputusan tata usaha negara yang disengketakan di nyatakan batal atau 
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau 
rehabilitasi. Pasal 53 ayat (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat 
digunakan dalam gugatan, adalah: 
1) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari 
maksud diberikannya wewenang itu; 
                                                             
4Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 




3) Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau 
tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua 
kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak 
sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.
5
 
c. Pengajuan gugatan 
 
Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama 
diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. 
gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau 
pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan 
putusan 
Gugatan hanya bisa diajukan oleh seseorang atau badan hukum 
perdata. Di sini tidak dimungkinkan terjadi gugat menggugat antar 
pejabat atau badan tata usaha negara. Sedangkan syarat tertulis 
diperlukan, karena gugatan ini akan dijadikan pegangan bagi pengadilan 
dan para pihak selama pemeriksaan berjalan. Namun, tidak berarti yang 
tidak pandai baca tulis itu tidak bisa mengajukan gugatan. Mereka yang 
tidak pandai baca tulis akan dibantu oleh panitera pengadilan untuk 
merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. 
Isi gugatan hanya terbatas pada satu macam tuntutan pokok, 
yang berupa tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang 
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Namun, terhadap 
                                                             
5Ibid, h. 33-34.  
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tuntutan pokok ini dapat disertai dengan tuntutan tambahan, yang berupa 
tuntutan ganti kerugian. Khusus untuk sengketa kepegawaian, selain 
kedua tuntutan itu, masih dapat ditambah lagi dengan tuntutan 
rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak penggugat dalam 
kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri 
seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan. Rehabilitasi 
ini termasuk juga pemulihan terhadap hak-hak yang ditimbulkan oleh 
kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai pegawai negeri. 
Obyek sengketa pada PTUN adalah keputusan tata usaha negara. 
Dalam menilai suatu keputusan tata usaha negara, pengadilan 
menggunakan dasar pengujian yang termaktub dalam pasal 53 ayat (2) 
UU RI No. 5 Tahun 1986, yaitu: 
1) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2)  Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan 
wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang 
tersebut; 
3) Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan 
keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah 
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mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan 
keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan.
6
 
Gugatan diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apabila tergugat lebih 
dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak 
dalam satu daerah hukum pengadilan, maka gugatan diajukan kepada 
pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu 
badan atau pejabat tersebut. 
Apabila tergugat tidak berkedudukan di daerah hukum pengadilan 
penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi kedudukan penggugat untuk selanjutnya diteruskan 
kepada pengadilan yang bersangkutan. Selain itu, ada sengketa tata usaha 
negara tertentu yang gugatannya dapat diajukan kepada pengadilan yang 
berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat. 
Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar 
negeri, maka gugatan diajukan kepada PTUN di Jakarta. Apabila tergugat 
berkedudukan di dalam negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan 
tempat kedudukan tergugat.  
Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari, yang 
dihitung secara bervariasi, yakni: 
                                                             
6 Wicipto Stiadi, Hukum Acara Pengailan Tata Usaha Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo 




 Sejak hari diterimanya keputusan administrasi negara yang digugat itu 
memuat nama penggugat; 
 Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada TUN 
untuk memberikan keputusan, namun ia tidak berbuat apa-apa; 
 Setelah lewat waktu 4 bulan, apabila peraturan perundang-undangan 
tidak memberikan kesempatan kepada administrasi Negara untuk 
memberikan keputusan dan ternyata tidak berbuat apa-apa; 
 Sejak dari pengumuman apabila keputusan TUN itu harus diumumkan.  
Yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 
sengketa tata usaha negara adalah pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan tergugat, yakni tempat kedudukan secara nyata 
atau tempat kedudukan menurut hukum dari tergugat. 
Jika tergugat itu lebih dari satu dan berkedudukan tidak dalam satu 
daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu tergugat. Di 
sinilah penggugat dapat memilih PTUN mana yang akan memutus 
perkaranya. Pengadilan yang akan dipilih adalah yang menguntungkan 
(dalam arti ekonomis) penggugat. Sebab, peradilan dilakukan dengan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 
1970) sebagai salah satu asas beracara. 
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Pasal 53 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 menentukan apabila tempat 
kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat 
kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya 
diteruskan kepada pengadilan yang berwenang. Ketentuan ini sangat 
membantu penggugat, karena prosedurnya tidak berbeli-belit dan bisa 
ditempuh dalam waktu yang relative singkat. Dan biayanyapun akan 
menjadi lebih ringan, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan 
biaya ringan, yang menjadi dambaan masyarakat akan terpenuhi. Demikian 
juga dengan ketentuan pasal 54 ayat (4) yang menentukan perkara-perkara 
tertentu sesuai dengan sifatnya, yang akan diatur lebih lanjut dengan 
peraturan pemerintah, gugatannya dapat diajukan kepada pengadilan yang 
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. 
Ketentuan ini pun merupakan penerapan dari asas peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Selanjutnya, bilamana para pihak, yakni penggugat dan tergugat, 
berkedudukan atau berada di luar negeri, maka gugatan diajukan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Apabila penggugat berada di luar 
negeri sedangkan tergugat berkedudukan di dalam negeri, maka gugatan 





1) Syarat-syarat gugatan 
 
Untuk dapat diterimanya suatu gugatan, maka harus dipenuhi 
persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan ini apabila 
tidak dipenuhi akan berakibat tidak diterimanya suatu gugatan. Syarat-
syarat gugatan ini diatur dalam pasal 56 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang 
menyatakan: 
(1) Gugatan harus memuat:  
 Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaaan 
penggugat atau kuasanya; 
 Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; 
 Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh 
pengadilan; 
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa 
penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. 
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara 
yang disengketakan oleh penggugat. 
Agar seseorang bisa bertindak sebagai wakil atau kuasa dari para 
pihak, maka ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
 Mempunyai surat kuasa khusus, 
 Ditunjuk secara lisan dipersidangan oleh para pihak, 
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 Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi 
persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh 
Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian 




2) Dengan biaya dan tanpa biaya 
 
Pada prinsipnya untuk berperkara diperlukan biaya. Hal ini 
didasarkan pada pasal 59 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986. Uang muka 
biaya perkara perkara adalah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai 
uang panjar oleh pihak penggugat terhadap perkiraan biaya perkara yang 
diperlukan dalam proses berperkara. Yang termasuk dalam biaya 
perkara adalah biaya-biaya kepaniteraan, materai, saksi-saksi, ahli, alih 
bahasa, pemeriksaan di luar ruang sidang, dan biaya-biaya lain yang 
diperlukan untuk kepentingan pemutusan sengketa atas perintah hakim.  
Setelah pemeriksaan perkara itu selesai, maka uang muka biaya 
perkara ini akan diperhitungkan kembali dengan keseluruhan biaya 
perkara. Apabila penggugat dikalahkan dan masih ada kelebihan uang 
muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut dikembalikan kepada 
penggugat. Apabila kurang, maka ia diwajibkan untuk membayar 
kekurangan tersebut. Sebaliknya, apabila penggugat menang, maka uang 





muka tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada penggugat dan 
biaya perkara dibebankan kepada tergugat.  
Dalam praktek, berdasarkan perkara-perkara yang timbul di 
Pengadilan Negeri (perdata), kewenangan untuk menaksir uang muka 
biaya yang diberikan kepada ketua pengadilan negeri itu dilimpahkan 
kepada panitera. Kemudian, dari panitera dilimpahkan lagi kepada 
bawahannya. Hal inilah yang sering menimbulkan penaksiran uang 
muka biaya perkara yang sangat tinggi. Pegawai tersebut akan meminta 
tambahan biaya tak resmi yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. 
Karena itu, timbullah apa yang disebut berperkara di pengadilan 
yang berongkos tinggi. Dan hal ini benar-benar terjadi. Akibatnya, asas 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud, 
hanya tinggal slogan belaka. Akibatnya, orang akan enggan berperkara 
di muka pengadilan dan tindakan main hakim sendiri akan semakin 
meraja lela. 
Untuk menghindari berperkara yang berongkos tinggi, dalam 
menetapkan uang muka biaya perkara, panitera hendaknya mengingat 
keadaan keuangan penggugat, sehingga dapat dijangkau oleh penggugat. 
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seyogyanya 
kewenangan yang telah diberikan kepada panitera untuk menaksir 
besarnya uang muka biaya perkara ini, betapapun sibuknya jangan 
dilimpahkan kepada bawahannya. Karena, dengan melimpahkan 
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kewenangan tersebut akan memberikan kemungkinan yang lebih besar 
kepada bawahan untuk menyalahgunakan kewenangan yang telah 
diberikan. Selain itu, segala macam pengeluaran yang berhubungan 
dengan perkara hendaknya dibuatkan kuitansi dan rincian 
penggunaannya. Dengan cara seperti ini akan terwujud asas peradilan 
dengan biaya ringan. 
Namun prinsip ini tidak menutup kemungkinan untuk berperkara 
tanpa biaya. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak mampu. Seseorang 
dianggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil, sehingga ia 
tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara di 
pengadilan. 
Dalam rangka berperkara tanpa biaya ini, penggugat dapat 
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara 
secara cuma-cuma dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari 
kepala desa atau lurah tempat kediamannya. Permohonan ini harus 
diperiksa dan ditetapkan sebelum pokok sengketa diperiksa. Penetapan 
ini diambil di tingkat pertama dan terakhir. Apabila permohonan 
tersebut dikabulkan, berperkara secara cuma-cuma ini berlaku juga di 
tingkat banding dan kasasi. 
Penentuan mampu atau tidak mampu ini diukur dari penghasilan 
penggugat. Dalam praktek, keterangan demikian mudah didapat 
sehingga tepat apabila ketua pengadilan yang berhak menilainya. 
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Bahkan disarankan sebaiknya bahan untuk Ketua Pengadilan dalam 
menilai ketidakmampuan itu secara obyektif, disamping surat 
keterangan termasuk juga mendapat informasi resmi dari para kuasa 
penggugat, setelah mereka melakukan pengamatan dan penelitian secara 
nyata mengenai keadaan penggugat yang sebenarnya. Dengan demikian, 
keobyektifan dalam menilai ketidakmampuan itu setidak-tidaknya dapat 
dipertanggungjawabkan dan terjamin. 
3) Pencatatan perkara 
 
Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, penitera 
pengadilan mencatat perkara tersebut dalam daftar perkara. Kemudian, 
kepada penggugat diberikan tanda buku penerimaan yang berisi nomor 
register perkara serta jumlah uang muka biaya perkara yang dibayarkan. 
Pembayaran ini wajib bagi mereka yang mampu. 
Bagi mereka yang berperkara secara cuma-cuma, gugatan baru 
dicatat dalam daftar perkara setelah adanya penetapan tentang 
pengabulan berperkara secara gratis. Pencatatan perkara ini termsuk 
dalam bidang jurisdicto contentiosa. Karena pencatatan perkara ini 
merupakan salah satu administrasi urusan hukum. Maka seyogyanya 
pencatatan perkara ini dilaksanakan dalam dua daftar perkara yang 
terpisah. Daftar yang satu digunakan untuk mencatat perkara dengan 




4) Rapat permusyawaratan 
 
Berbeda dengan hukum acara perdata, hukum acara tata usaha 
negara mengenal adanya prosedur penyelesaian yang disederhanakan. 
Prosedur ini memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk 
memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan 
pertimbangan-pertimbangan bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada 
pengadilan dinyatakan tidak di terima atau tidak berdasar, sebelum 
pokok perkaranya diperiksa. Hal ini dapat terjadi apabila ketua 
pengadilan dalam melakukan penelitian gugatan mengetahui bahwa 
gugatan tersebut nyata-nyata tidak memenuhi syarat- syarat formal suatu 
gugatan, yaitu dalam hal: 
 Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan 
Pengadilan Tata Usaha Negara; 
 Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 UU 
tentang peradilan tata usaha negara tidak dipenuhi; 
 Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana 
dimaksud pasal 53 ayat (2) UU tentang peradilan tata usaha negara; 
 Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh 
keputusan tata usaha negara yang digugat; 
 Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya. 
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Namun, terhadap penetapan diatas penggugat dapat melakukan 
perlawanan dalam waktu 14 hari setelah penetapan itu diucapkan dan 
perlawanan itu akan diperiksa secara singkat oleh pengadilan, apakah 
penetapan itu benar atau tidak, apakah alasannya sesuai dengan 
kebenarannya atau tidak. Jadi, perlawanan ini tidak memeriksa pokok 
sengketanya. 
Apabila perlawanan tersebut dibenarkan, maka penetapan ketua 
pengadilan itu menjadi gugur dan pokok sengketanya akan diperiksa, 
diputus, dan diselesiakan menurut acara biasa. Tetapi, apabila 
perlawanan itu ditolak, maka penetapan tersebut berlaku, yang berarti 
gugatan tetap dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak beralasan. 
Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan 
upaya hukum, yakni banding dan kasasi. Dalam hal penggugat tidak 
dapat menerima putusan tersebut, satu-satunya kemungkinan adalah 
mengajukan gugatan baru. 
5) Pemeriksaan persiapan 
 
Dalam melakukan pemeriksaan persiapan ini hakim: 
 Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki 
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan; 
 Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha 
negara yang digugat itu. 
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Apabila hakim memberikan nasihat agar penggugat memperbaiki 
gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan, maka 
penggugat harus melaksanakannya dalam waktu 30 hari. Setelah lewat 
jangka waktu tersebut penggugat tidak memenuhi nasihat hakim, maka 
hakim dengan suatu putusan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat 
diterima. Terhadap putusan ini tidak dapat digunakan upaya hukum, 
baik banding maupun kasasi, tetapi dapat diajukan gugatan baru asal 
masih dalam tenggang waktu menurut pasal 55 UU tentang peradilan 
tata usaha negara. 
6) Penetapan hari sidang  
 
Setelah gugatan dicatat dalam daftar perkara, hakim dalam 
jangka waktu 30 hari menentukan hari, jam dan tempat persidangan, dan 
memanggil kedua pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah 
ditentukan. 
Dalam menentukan hari sidang ini, hakim harus 
mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak dengan tempat 
persidangan dan tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan 
hari persidangan tidak boleh kurang dari 6 hari.
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7) Pemanggilan para pihak 
 
Pemanggilan kepada para pihak akan dilakukan setelah gugatan 
dianggap cukup lengkap dan sempurna serta telah ditetapkan hakim 




yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemanggilan 
terhadap para pihak yang bersengketa dianggap sah apabila masing-
masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat 
tercatat. 
d. Pemeriksaan dengan acara biasa 
 
Setelah para pihak dipanggil untuk datang pada hari dan tempat 
yang telah ditentukan, maka dimulailah pemeriksaan di depan sidang 
pengadilan. Apabila tidak ada permohonan dari penggugat untuk 
dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat, maka pemeriksaan sengketa 
di depan sidang pengadilan akan dilakukan dengan acara biasa. 
Apabila ditempuh prosedur pemeriksaan acara biasa, pengadilan 
akan memeriksa dan memutus sengketa atau perkara yang diajukan oleh 
penggugat dengan 3 orang hakim. Dari 3 orang hakim ini akan ditunjuk 
salah seorang sebagai ketua sidang, yang akan memimpin jalannya 
persidangan. Untuk keperluan pemeriksaan, ketua sidang membuka 
sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Syarat ini merupakan 
syarat mutlak, karena apabila persidangan dinyatakan tidak terbuka untuk 
umum, dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Namun, 
apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa tersebut menyangkut 
ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan 
tertutup untuk umum. 
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Apabila pada persidangan pertama penggugat atau kuasanya tidak 
hadir, maka dilakukanlah pemanggilan kedua. Apabila pada pemanggilan 
yang kedua ternyata penggugat atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun telah dipanggil dengan 
patut, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat diharuskan 
membayar biaya perkara. Namun, kepada penggugat masih diberikan 
kesempatan untuk memasukkan gugatan sekali lagi setelah membayar 
uang muka biaya perkara. 
Apabila setelah ditentukan  hari dan tempat persidangan ternyata 
tergugat 2 kali berturut-turut tidak hadir dan atau tidak menanggapi 
gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kendati telah 
dipanggil dengan patut, maka ketua sidang dengan surat penetapan 
meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat agar hadir dan 
atau menanggapi gugatan tersebut. Setelah 2 bulan penetapan tersebut 
dikirimkan ternyata tidak ada beritanya, maka ketua sidang menetapkan 
hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut 
acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan 
hanya dapat dijatuhkan setelah dilakukan pembuktian secara tuntas. 
e. Pemeriksaan dengan acara cepat 
 
Selain pemeriksaan dengan acara biasa, dalam peradilan tata usaha 
negara juga dikenal pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan 
acara cepat ini dapat diajukan oleh penggugat kepada pengadilan apabila 
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terdapat kepentingan penggugat yang sangat mendesak, yang harus dapat 
disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Kepentingan penggugat 
dianggap mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan tata 
usaha Negara yang berisikan, misalnya perintah pembongkaran bangunan 
atau rumah yang ditempati. 
Dalam acara cepat, yang dipercepat bukan hanya pemeriksaannya 
saja, tetapi pemutusannya  juga. Setelah permohonan tersebut diterima 
oleh pengadilan, ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari 
mengeluarkan penetapan pengabulan atau penolakan permohonan 
tersebut. Terhadap penetapan ini tidak dapat diajukan permohonan 
banding dan kasasi. 
Apabila permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan 
oleh pengadilan, pemeriksaan sengketanya dilakukan dengan hakim 
tunggal dan ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah 
dikeluarkan penetapan pengabulan pemeriksaan dengan acara cepat, 
menentukan hari, tempat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur 
pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian 




Dalam suatu proses beracara di pengadilan, salah satu tugas hakim 
adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak 
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yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan 
kebenarannya di depan sidang pengadilan. Sehubungan dengan 
pembuktian ini, hakim harus mengindahkan aturan-aturan yang 
merupakan hukum pembuktian. 
Pada prinsipnya, yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa 
serta hak yang dikemukakan oleh satu pihak yang kebenarannya dibantah 
oleh pihak lain. Dalam hukum acara perdata, asas yang dianut adalah 
siapa yang mendalilkan sesuatu, dialah yang membuktikannya. Penggugat 
diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil 
gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk 
membuktikan kebenaran dalil dangkalannya. 
Untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak 
yang bersengketa diperlukan alat bukti, yaitu: 
 Surat atau tulisan; 
 Keterangan ahli; 
 Keterangan saksi; 
 Pengakuan para pihak; 
 Pengetahuan hakim.9 
 
 
                                                             
 
9
 Ibid., h.128. 
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g. Putusan pengadilan 
 
Setelah hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan yang dilakukan 
telah dianggap cukup, kedua pihak diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat akhir yang berupa kesimpulan masing-masing. 
Setelah kesimpulan itu dikemukakan oleh kedua pihak, ketua sidang 
menyatakan bahwa sidang di tunda untuk memberikan kesempatan 
kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk 
mempertimbangkan segala sesuatu guna mengambil keputusan sengketa 
tersebut. 
Putusan dalam musyawarah tersebut merupakan hasil 
permufakatan bulat antara para hakim. Apabila setelah diusahakan dengan 
sungguh-sungguh ternyata tidak tercapai permufakatan bulat, maka 
putusan di ambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah ini tidak 
dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan tersebut ditunda sampai 
musyawarah berikutnya. Dan, apabila dalam musyawarah ini tidak dapat 
diambil suara terbanyak, maka suara Hakim Ketua Majelislah yang 
menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga 
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, atau bisa juga 
ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kapada kedua pihak. 
Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa 
putusan pengadilan dapat berupa: 
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 Gugatan di tolak; 
 Gugatan dikabulkan; 
 Gugatan tidak diterima; 
 Gugatan gugur. 
Putusan pengadilan yang berupa penolakan gugatan berarti 
memperkuat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata 
usaha negara. Putusan pengadilan yang berupa pengabulan gugatan 
berarti tidak membenarkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau 
pejabat tata usaha negara, baik secara keseluruhan maupun sebagian. 
Suatu putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
 Kepala putusan yang berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa; 
 Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat 
kedudukan para pihak yang bersengketa; 
 Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 
 Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 
terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 
 Alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 
 Putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 
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 Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, 
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 
Hakim dalam memutuskan suatu perkara, pasti ada pihak yang 
dikalahkan dan yang dimenangkan. Terhadap pihak yang dikalahkan 
lazimnya dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara yang 
dibebankan kepada pihak yang dikalahkan meliputi: 
 Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara 
itu; 
 Biaya saksi, ahli, dan ahli bahasa yang diperlukan dalam perkara itu 
termasuk biaya penyumpahannya, dengan catatan bahwa pihak yang 
meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar 
biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut 
dimenangkan; 
 Biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain 




h. Pelaksanaan putusan pengadilan 
 
Proses hukum acara tata usaha negara ini tidak dikenal 
pelaksanaan serta merta dari suatu putusan akhir pengadilan. Hanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaplah 
                                                             
10Ibid., h. 139-143. 
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yang dapat dilaksanakan. Pada saat itu suatu pertikian hukum biasa lagi 
yang bisa digunakan, maka putusan pengadilan tersebut telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
adalah: 
 Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan 
atau dimintakan pemeriksaan banding lagi; 
 Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimintakan pemeriksaan kasasi 
lagi; 
 Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.11 
 
B. Sejarah Berdirinya PTUN  
 
Perjalanan keberadaan peradilan administrasi di Indonesia, dimulai pada 
saat  pemerintahan  Hindia  Belanda. Pada masa tersebut, belum ada peradilan 
yang khusus menangani perkara tata usaha negara. Penanganan perkara-perkara di 
bidang tata usaha negara, diatur dalam Pasal  134  (1)  Indische Staatsregeling  (I 
S) serta Pasal 2  Reglement op de Rechter lijke Organisatie en het Belied  der 
Justitite (RO)  tanggal 30 April 1847 (Stb No 23 jo Stb 1848/ 57) sebagai berikut: 
a.   Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa  menurut   undang-undang 
b. Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang 
lembaga  administrasi itu sendiri  
                                                             
11 Ibid., h. 143-144. 
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Berdasarkan peraturan di atas, penanganan sengketa tata usaha negara 
(yang terjadi antara warga negara dengan  pemerintah Hindia Belanda), akan 
diperiksa dan diputus oleh badan atau instansi  itu sendiri. Pengaturan dalam Pasal 
134 (1) IS tersebut, mempertegas bahwa pola penyelesaian sengketa tata usaha 
negara  pada masa itu, dilakukan atau ditangani oleh instansi itu sendiri. 
Penanganan sengketa administrasi yang dilakukan oleh badan atau instansi itu 
sendiri, dalam pustaka ilmu   hukum  administrasi  negara  di sebut  sebagai 
administratief beroep atau banding administrasi. 
Setelah Indonesia merdeka, lembaga yang berwenang untuk menangani 
sengketa tata usaha negara, diatur dalam   Pasal  66 Undang-Undang No 19 Tahun 
1948 sebagai berikut: 
Jika dengan  Undang-Undang   atau  berdasar  atas  Undang-Undang tidak 
ditetapkan badan-badan  kehakiman  lain untuk memeriksa dan memutus perkara-
perkara dalam soal tata usaha pemerintahan maka  Pengadilan Tinggi dalam 
tingkatan pertama dan   Mahkamah  Agung  dalam  tingkatan kedua memeriksa 
dan memutus perkara-perkara itu. 
Berdasarkan ketentuan  Pasal  66  UU No 19 Tahun 1948 di   atas, 
penyelesaian  sengketa tata  usaha negara atau tata usaha pemerintahan, ditangani  
oleh  Pengadilan  Tinggi.  Pengadilan Tinggi yang menyelesaikan sengketa tata 
usaha negara ini, bertindak  sebagai peradilan tingkat  pertama, sementara 
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Model penyelesaian  sengketa Tata  Usaha  negara, yang ditangani oleh 
Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam undang-
undang No 19 Tahun 1948 ini, kemudian tidak berlaku seiring dengan perubahan 
konstitusi negara pada saat itu. 
Perkembangan selanjutnya, setelah konstitusi tata negara  Indonesia  
beralih  ke Undang-Undang Dasar Sementara, penyelesaian sengketa tata usaha  
negara   di atur dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Dasar Sementara, 
sebagai berikut: 
Pemutusan tentang sengketa yang mengenai hukum tata usaha   negara  diserahkan  
kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat 
perlengkapan lain. 
Berdasar ketentuan  Pasal 108 UUDS di atas, penanganan masalah 
sengketa tata usaha negara dilakukan  oleh pengadilan perdata biasa. Jadi dapat 
disimpulkan  bahwa berdasar UUDS, terdapat  3 (tiga)  jenis  pola penyelesaian 
sengketa tata  usaha  negara pada masa itu yaitu: 
 Penyelesaian yang ditangani pengadilan perdata 
 Penyelesaian yang ditangani badan khusus yang dibentuk 
 Penyelesaian yang ditangani oleh Pengadilan Perdata dan badan khusus 
                                                             




Pada masa berlakunya UUD Sementara  tersebut, dapat dikatakan belum  
ada upaya  untuk membentuk badan peradilan tata usaha negara  yang mandiri. 
Pendapat tersebut didasarkan kepada fakta, pengaturan penanganan sengketa tata 
usaha negara, dilakukan bergabung dengan penyelesaian  sengketa  perdata.   
Sejak  beralih dari Undang-Undang Dasar Sementara kembali kepada UUD 
1945, muncul perkembangan  menarik, dengan terbitnya  Ketetapan  MPRS  No 
II/MPR/1960  yang secara tegas  menunjuk dan memerintahkan untuk segera 
membentuk satu badan peradilan administrasi yang mandiri.  
Menindaklanjuti amanat Tap MPRS  tersebut   di atas, dimulailah upaya 
perancangan pendirian lembaga Peradilan Administrasi Negara oleh Lembaga 
Pembinaan  Hukum  Nasional (LPHN / kini BPHN). Upaya ini didukung pula 
dengan  pengakuan yuridis  dalam UU No 19 Tahun  1964,  yang  mengakui 
eksistensi peradilan administrasi. 
Untuk mewujudkan pembentukan   badan   peradilan administrasi yang  
mandiri  tersebut, menurut Marbun LPHN menyusun Rancangan Undang-Undang 
peradilan administrasi. Dalam sidang pleno ke-6 pada tanggal 10 Januari 1966, 
LPHN  mengesahkan  RUU tentang  peradilan tata usaha negara. RUU ini 
kemudian diajukan  ke  DPR, namun demikian sayang sekali meski telah diajukan 
ke DPR melalui  hak  inisiatif, RUU ini tidak bisa disahkan. 
Kegagalan pengajuan RUU dari LPHN untuk disahkan,  dilatarbelakangi  
alasan idealistik hukum  yang  sangat  prinsipil, yaitu bahwa RUU ini masih 
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diilhami oleh UU no 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman 
(yang sangat dirasakan penyimpangannya terhadap UUD 1945). Penyimpangan 
yang sangat terasa dalam UU No 19 Tahun 1964, adalah intervensi atau turut  
campur  tangan Presiden dalam kegiatan  badan peradilan, sehingga memunculkan 
ketidakobyektifan maupun ketidakmandirian badan peradilan. Penyimpangan  ini 
jelas-jelas menyimpang dari jiwa peradilan, yang diamanatkan  dalam Pasal 24 
Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945. 
Berakhirnya Orde Lama dan mulainya Orde  Baru, upaya untuk  
mendirikan satu peradilan administrasi yang  mandiri  semakin nyata. Kenyataan 
ini muncul dari digantinya UU No. 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan 
kehakiman dengan UU No. 14  tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan  
kehakiman.    
Dalam UU yang  baru ini, masalah peradilan mulai dibenahi dan 
dikembalikan  jiwanya  kepada   semangat   Pasal  24 UUD 45.  Upaya pendirian  
PTUN  yang  mandiri mulai semakin tegas, karena  dalam Pasal  10 UU No. 14 
tahun 1970  telah disebutkan sebagai  salah satu bidang dari peradilan yaitu: 
Jenis-jenis lingkungan peradilan (UU No. 14 tahun 1970) 
 Peradilan umum 
 Peradilan militer 
 Peradilan agama 
 Peradilan tata usaha negara 
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Ketentuan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 ini, memberikan  amanat 
kepada  pemerintahan  ORBA  untuk  mendirikan  satu  badan peradilan  tata  
usaha  negara yang mandiri  dan  lepas  dari peradilan lainnya. 
Penegasan dalam ketentuan di atas, mendorong  pemerintah dan 
masyarakat ilmiah hukum untuk meneruskan  lagi  upaya penyusunan RUU  
tentang  peradilan tata usaha negara. Salah satu  upaya nyata  dalam proses 
penyusunan ini justru dilakukan oleh PERSAHI (Persatuan  Sarjana  Hukum  
Indonesia). Dalam musyawarah  Nasion$$alnya pada Tahun 1972, PERSAHI 
memberikan  tanggapan positif  akan rencana pembentukan peradilan tata usaha  
negara tersebut. 
Marbun berpendapat bahwa Presiden Suharto (pada saat itu) telah 
melakukan  upaya  selangkah ke depan, karena dalam pidato kenegaraan di depan 
DPR RI tanggal 16 Agustus 1978  mengingatkan  dan  menegaskan  kembali 
tentang pentingnya pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara yang mandiri 
(sebagai pelaksanaan amanat dari Ketetapan MPR RI No IV/  MPR/  1978  tentang  
GBHN  bidang Hukum sub d).  
Amanat  Presiden Suharto tersebut, kemudian  ditindaklanjuti  dengan  
penyusunan RUU Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pada tanggal 31 Mei tahun 
1982 RUU tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman  kepada  Rapat Paripurna  
DPR. Upaya legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat RI pada saat itu, kembali 
mengalami kegagalan. Kegagalan ini terjadi karena ternyata pengajuan  RUU 
tentang PTUN ini, tidak dapat diselesaikan pembahasannya pada masa sidang saat 
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itu, hal  ini mengingat sempitnya waktu dan banyaknya acara dalam Rapat 
Paripurna.   
Menyikapi sempitnya waktu untuk melakukan pembahasan RUU tersebut, 
kemudian DPR mengambil sikap untuk menunda pembahasan  RUU PTUN  ini. 
Alasan yang dikemukakan DPR adalah mengingat RUU PTUN ini merupakan  hal  
yang  sangat penting  dan strategis, sehingga tidak mungkin  dibahas  dalam situasi  
terburu-buru, oleh karenanya adalah lebih bijaksana untuk menunda 
pembahasannya beberapa waktu. 
Upaya pemerintah pada saat itu ternyata tidak  kendur  ataupun  mundur, 
hal itu dibuktikan dengan diajukannya kembali RUU PTUN ke  DPR RI pada 
tanggal 16 April 1986 (dengan pengantar  Surat Presiden No R.04/PU/ IV/ 1986). 
RUU PTUN ini kemudian  di bahas  oleh DPR-RI dengan  seksama, mengingat 
pelik dan pentingnya masalah  PTUN ini kemudian dilakukan  pula diskusi-diskusi   
yang  berkaitan dengan PTUN ini. 
Kepelikan dalam pengaturan PTUN ini tak lepas dengan situasi 
ketatanegaraan pada saat itu, dimana kekuasaan eksekutif sedemikian besar 
sehingga kehadiran PTUN tentu merupakan ancaman besar terhadap kekuasaan 
eksekutif pada saat itu. Akibatnya tentu diperlukan adanya  kompromi-kompromi 
di antara para pemegang kekuasaan pada saat itu.
13
 
Keinginan ataupun cita-cita  untuk  mewujudkan   Badan Pengadilan Tata 
Usaha Negara yang mandiri, akhirnya  terkabul juga, sebab  pada tanggal 29 
                                                             
13Ibid., h. 3-5. 
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Desember 1986  DPR  RI  mengesahkan  terbentuknya UU No. 5  Tahun 1986  
yang   khusus mengatur  pembentukan  badan Pengadilan Tata Usaha Negara di  
Indonesia.   
Meskipun RUU PTUN telah disahkan menjadi UU  bukan berarti 
pekerjaan pendirian PTUN telah selesai, sebab pendirian PTUN memerlukan  
persiapan-persiapan  yang tidak mudah. Persiapan ini tidak hanya menyangkut 
perangkat keras seperti gedung dan isinya, tetapi agar terjadi kesatupahaman 
tentang   PTUN tersebut diperlukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat 
maupun pejabat  tata  usaha negara.  
Kebutuhan waktu untuk mempersiapkan pendirian PTUN ini, ternyata 
sudah diantisipasi oleh perancang undang-undang. Dalam Pasal 145 UU No. 5 
tahun 1986, telah disebutkan bahwa Undang-undang ini (UU PTUN)  
penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 5 (lima) 
tahun sejak Undang-Undang ini di undang kan atau Tahun 1991. 
Setelah dilakukan persiapan-persiapan yang cukup seksama, akhirnya 
pendirian  PTUN benar-benar terjadi  pada  tanggal 14   Januari  1991  yaitu 
dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah  No  7 Tahun  1991 tentang 
Penerapan Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1986.  
Sebagai  tindak  lanjut  dari  PP No 7  tahun 1991 ini kemudian  diteruskan  
dengan pembentukan  beberapa  Pengadilan Tata Usaha Negara seperti Jakarta, 
Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar, Semarang. Di samping itu juga sudah  
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mulai didirikan badan peradilan banding dari  PTUN yaitu PTTUN didirikan di 
Jakarta, Surabaya dan Medan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1990.  
Beberapa peraturan pelaksanaannyapun mulai mengikuti, diantaranya 
adalah: 
 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan 
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, dan Makassar 
 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara 
pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara. 
 Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan 
Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan 
Makassar. 
Setelah berjalan selama 13 tahun sejak tahun 1991, mulai dirasakan adanya 
beberapa titik lemah dari PTUN yang bersandar kepada UU No 5 Tahun 1986. 
Namun yang cukup mendasar, Kelemahan UU No 5 Tahun 1986 meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 
 Pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan. 
 Jaminan atas pelaksanaan penetapan penundaan keputusan tata usaha negara 
yang digugat. 
 Pembatasan nilai ganti rugi. 
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 Tidak ada jaminan dilaksanakannya peradilan yang cepat. 
 Ketidakjelasan pembayaran ganti rugi bagi pencari keadilan. 
 Tidak adanya sanksi yang efektif dan efisien bagi tergugat yang tidak 
melaksanakan putusan PTUN. 
 Isi putusan yang kurang tajam 
Melalui UU No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 
1986 tentang PTUN, dilakukanlah beberapa perubahan sebagai berikut: 
 Syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata 
usaha negara; 
 Batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim 
 Pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim; 
 Pengaturan pengawasan terhadap hakim; 
 Penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga 
dalam pelaksanaan putusan  suatu sengketa; 
 Adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 Juru sita 
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
tenteng peradilan tata usaha negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap 
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UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No. 5 Tahun 2004 
tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.  
Perubahan yang dilakukan dalam UU No 9 Tahun 2004 di atas belum 
menyentuh masalah substansial dari kelemahan PTUN selama ini, akibatnya 




Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU 
No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Pada perubahan kedua ini, 
penulis hanya menekankan pada pasal yang berkenaan dengan biaya perkara 
sesuai dengan judul skripsi yakni mengenai peradilan gratis atau peradilan tanpa 
biaya. 
Pasal 144A 
(1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan tata usaha negara dapat 
menarik   biaya perkara. 
 
(2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. 
 
(3) Biaya perkara sebagaimana pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan 
dan biaya proses penyelesaian perkara. 
 
(4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan 
penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
                                                             




(5)  Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan 
oleh Mahkamah Agung. 
 
(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 144B 
(1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 144A ayat (3). 
 
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 38B. 
 
Pasal 144C 
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
memperoleh bantuan hukum. 
 
(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak 
mampu. 
 
(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat 
domisili yang bersangkutan. 
 
Pasal 144D 
(1) Pada setiap pengadilan tata usaha negara dibentuk pos bantuan hukum 
untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan 
hukum. 
 
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara 
cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 




(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 






C. Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara 
 
Ketika para pendiri bangsa (The founding fathers) mendesain model 
negara Indonesia setelah merdeka lebih mengedepankan perdebatan mengenai 
dasar negara, bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan 
(Kerajaan atau Republik) dan ide/cita negara (individualistik, kolektivistik, atau 
totalitas integralistik) yang sedikit terkait dengan negara hukum dan 
pemerintahan yang demokratis konstitusional khususnya mengenai perlu 
tidaknya Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam konstitusi, selain itu the 
founding fathers sebagian besar terlalu disemangati oleh obsesi sebuah bangunan 
negara yang berciri khas Indonesia sehingga terlalu mengidealisasikan prinsip 
kekeluargaan, demokrasi desa, asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan 
demi politik pengintegrasian ketimbang politik pembebasan melawan 
absolutisme kekuasaan sebagai corak paham konstitusionalisme, yang akibatnya 
bangsa ini tidak pernah curiga terhadap kemungkinan penyalahgunaan 
kewenangan, yang oleh Lord Acton disebut sebagai hukum batu “power tends to 
corrupt and absolute power corrupt absolutely” (Kekuasaan itu cenderung korup 
dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula). Ketidakjelasan 
UUD 1945 dalam menyatakan negara Indonesia sebagai negara hukum juga 
                                                             




tercermin dalam pengkaidahan prinsip- prinsip yang harus melekat dalam suatu 
negara hukum, juga dalam dimensi penerapan konstitusi sebagai aturan main 
dalam bernegara, baik pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) maupun 
Presiden Soeharto (1967-1998) Indonesia telah terjebak sebagai negara 
kekuasaan (machtsstaat) ketimbang negara hukum (rechtsstaat), Interprestasi 
konsitusi sesuai dengan selera pribadi sehingga legitimasi kekuasaan semakin 
kuat dan melemahkan sendi-sendi peradilan (hukum), rezim Presiden Suharto 
yang berkuasa selama 32 tahun pun akhirnya harus mengakui kuasa rakyat, 
gerakan reformasi rakyat berkobar seiring tuntutan reformasi konstitusi, gerakan 
reformasi telah membawa nuansa baru dalam dinamika politik ketatanegaraan 
Indonesia, orde baru yang begitu mensakralkan UUD 1945 telah mengalami 
desakralisasi, sakralisasi UUD 1945 berakhir setelah aspirasi rakyat Indonesia 
(representation in ideas) kemudian dilanjutkan oleh wakil rakyat (representation 
in presence) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengamandemen UUD 
1945. Selain itu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya 
tidak menjamin kemandirian badan peradilan, termasuk didalamnya peradilan 
tata usaha negara sehingga wajar kalau lembaga judikatif seolah-olah menjadi 
lembaga penghukum musuh-musuh politik penguasa dan warga negara yang 
menjadi pembangkang dan melawan ketidakadilan penguasa dan bisa dikatakan 
bahwa lembaga judikatif adalah lembaga yang memberikan legitimasi hukum 
ketidakadilan pemerintah. Kondisi ini merupakan suatu fakta hukum yang 
memprihatinkan bahwa keberadaan lembaga yudikatif, khusunya peradilan tata 
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usaha negara belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup 
administratif pemerintahan. 
Setelah Amandemen UUD 1945, eksistensi negara hukum tertuang jelas 
dalam konstitusi, salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya lembaga 
yudikatif yang independent and impartial judiciary, lembaga yudikatif tersebut 
merupakan tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the 
truth and justice) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum, baik dalam 
kerangka penyelesaian perkara pidana, perdata, tata negara maupun Tata Usaha 
Negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, Pasal 24 tentang 
kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan tata usaha negara 
merupakan bagian dari kekusaan kehakiman yang merdeka dan secara hierarki 
berada di bawah Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari sudut sejarah ide 
dibentuknya peradilan administrasi (peradilan tata usaha negara) untuk 
menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, dan 
pembentukan lembaga tersebut bertujuan mengkontrol secara yuridis (judicial 
kontrol) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi 
(mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (abuse 
of power). 
Eksistensi peradilan tata usaha negara dalam Konstitusi maupun peraturan 
perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 
tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 
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2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata 
usaha negara dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang 




D. Peradilan Gratis Perspektif Hukum Islam 
Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur 
menurut Undang-Undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar 
atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri.  
Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal 
yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini 
menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Hakim 
tersebut harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab 
yang bersalah kadang dibenarkan, sedang yang benar terkadang disalahkan. Seorang 
hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan 
baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah 
kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun 
yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak 
bersalah karena bukti-bukti yang menunjukan demikian. Segala sesuatunya akan 
dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. oleh sebab itu jabatan hakim mendapat 
perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang-
undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk 
jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim 
                                                             
15Tjandra Irawan, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: UAJY). 
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mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat al-Qur’an yang membahas tentang jabatan 
hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. 
Dalam diskusinya, Wahyu Widiana dan Dirjen Badilag menyatakan 
kekecewaannya karena selama ini pelaksanaan bantuan hukum yang berupa 
pemanfaatan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling di PA belum sesuai dengan 
yang diharapkan. 
Untuk tahun 2009 dan 2010, di samping anggarannya sangat terbatas, juga tidak 
semua PTA mengusulkan anggaran tersebut untuk PA di lingkungannya. Sementara 
tahun sebelumnya, anggarannya cukup besar, namun penyerapannya sangat kecil. 
Penyerapan kecil disebabkan tidak adanya pedoman yang detail dari Jakarta dan 
kurangnya pencari keadilan yang miskin mengetahui adanya perkara prodeo di 
Pengadilan Agama, sehingga mereka tidak memanfaatkan fasilitas ini. Oleh karena itu, 
Wahyu Widiana mengharapkan agar Tim Penyusun Pedoman Bankum segera dapat 
menyelesaikan tugasnya, lalu mengkonsultasikannya dengan pimpinan MA, sehingga 
dalam waktu singkat segera keluar pedoman atau juklak, yang dibungkus oleh SEMA 
atau surat edaran lainnya. 
Sementara itu, kepada LSM, terutama yang ikut kunker ke Australia ini, seperti 
PEKKA, LBH Apik, PERADI dan YLBHI, Wahyu Widiana minta kerjasamanya, agar 
masyarakat yang tidak mampu di bidang ekonomi dapat memanfaatkan fasilitas prodeo, 
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Al-Quran menegaskan tentang keadilan secara umum walaupun tidak 
menyebutkan peradilan gratis, yaitu QS. Al-Nisa (4):135 yang terjemahannya:  
“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu 
bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih 
tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena 
ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-
kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap 
segala apa yang kamu kerjakan”.18 
 
Keadilan pada umumnya mengandung konotasi penetapan hukum. 
Padahal keadilan yang tercermin dalam hukum Islam meliputi berbagai macam 
aspek kehidupan, apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Syaikh Mahmud 
Syaltaut, seorang ulama terkemuka Al-Azhar memberikan interpretasi bahwa 
perintah al-Qur’an untuk menegakkan keadilan di muka bumi adalah perintah 
yang bersifat universal, tanpa adanya diskriminasi antara yang satu atas lainnya. 
Karena, prinsip keadilan adalah aturan Tuhan yang berlaku objektif dan jalan 
yang diberi-Nya harus dituruti. Manusia sebagai hamba dan ciptaan-Nya mesti 
mendapatkan persamaan dalam porsi keadilan tanpa memandang jenis kelamin, 
suku bahkan agama sekalipun.
19
  
                                                             
17 Wahyu Widiana dkk. Pelaksanaan Bankum. http://www. Google. Com (19/07/2010). 
18 Departemen Agama RI, Al-Quran danterjemahan (Jakarta;2002) h.99. lihat juga QS. Al-
Maidah (5):8 dalam ibid. h. 144. 






A. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penulisan deskriptif yakni 
melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan 
menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami 
dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya 
sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang 
diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang di olah tidak secara 
terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis 




B. Jenis Pendekatan 
 
Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis khususnya bagi fakultas 
syari’ah yaitu pendekatan yuridis yakni sumber yang digunakan bersumber dari 
perundang-undangan
2
 dan pendekatan syar’i yaitu sumber yang digunakan 




                                                             
1Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Cet.IV, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003) h. 6 




C. Pengumpulan Data 
 
1. Pengumpulan data 
a. Jenis data 
Jenis data yang digunakan yakni kualitatif. Penelitian dengan pendekatan 
kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 
dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 
fenomena yang diamatin dengan menggunakan logika ilmiah.
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b. Sumber data 
1) Library Research yaitu suatu metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data dengan menbaca buku-buku yang ada kaitannya 
dengan materi yang akan dibahas dengan menggunakan kutipan sebagai 
berikut: 
a) Kutipan langsung, yakni mengutip suatu buku sesuai dengan aslinya 
tanpa mengubah redaksi dan tanda bacanya. 
b) Kutipan tidak langsung, yakni mengambil ide dari suatu buku atau 
sumber, kemudian menuangkannya ke dalam redaksi penulis tanpa 
terikat pada redaksi sumber sehingga berbentuk ikhtisar atau ulasan. 
2) Field Research yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data dengan jalan mengadakan di lapangan di daerah tertentu, dalam hal 
ini penulis menggunakan beberapa cara yaitu: 
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Populasi merupakan keseluruhan dari objek atau sasaran yang akan 
diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. 
b) Sampel 
Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti sebagai 
dasar untuk menarik kesimpulan dalam suatu penelitian yang berlaku 
bagi seluruh populasi yang telah ditentukan. 
 Dalam hal ini penulis tidak meneliti suatu obyek  secara 
keseluruhan melainkan hanya sebagian saja yang diambil sampelnya, 
mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta dana sehingga hanya 
mengambil sampel sebesar 10% dari keseluruhan populasi.. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel 5 orang 
hakim yang terdapat di PTUN Makassar. 
 Penunjukan sampel didasarkan atas purposive sampling yaitu 
penentuan sampel berdasarkan tujuan penelitian. 
c. Tekhnik pengumpulan data 
Karena jenis penelitiannya menggunakan lapangan dan pustaka maka 
tehnik pengumpulan datanya yakni:  




b) Observasi, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan penulis 
terhadap responden. 
c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan bukti-bukti atau data yang ada. 
d. Instrumen Penelitian Data 
Alat yang digunakan penulis dalam penelitiannya, yaitu buku/kertas, 
bolpoin dan pedoman wawancara.  
 
D. Pengolahan dan Analisis Data 
 
Dalam mengolah data tersebut, digunakan metode induktif yaitu metode 
penganalisaan data yang bertitik tolak pada hal yang bersifat khusus untuk 
mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal pengolahan data ini, 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
 
A. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Bantuan Terhadap 
Masyarakat Miskin dalam Berperkara Dengan Gratis. 
 
Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya yang ada di kota Makassar 
sudah sangat berperan dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin 
untuk berperkara dengan gratis.  
Sebagaimana yang di paparkan oleh hakim PTUN yaitu bapak Muh. 
Ilham, SH. Bahwa salah satu peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam 
memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin dalam berperkara dengan gratis, 
yakni masyarakat yang tidak mampu dalam beracara maka dapat mengajukan 
permohonan berperkara dengan cuma-cuma atau gratis. Akan tetapi dalam 
pengajuan permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma, harus ada 
keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon 
dan dalam keterangan tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul 
tidak mampu membayar biaya perkara. Hal ini, pengadilan hanya menyampaikan 
bahwa ada peradilan gratis dan selanjutnya masyarakatlah yang datang ke 
pengadilan dan bermohon untuk berperkara dengan cuma-cuma atau gratis.
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Pada tahun 1993, bertepatan dengan didirikannya PTUN, terdapat  
permohonan ajuan kepada ketua pengadilan untuk berperkara dengan gratis, ajuan 
                                                             




untuk berperkara dengan gratis ada 3 ajuan dan semuanya dikabulkan oleh 
pengadilan. 
Namun semenjak tahun 1997 sampai tahun 2010, sudah tidak ada 
masyarakat yang mengajukan peradilan gratis. Hal ini terjadi bukan karena 
Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berperan dalam mensosialisasikan peradilan 
gratis tersebut, akan tetapi ada beberapa alasan yang terdapat dalam masyarakat, 
sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu staf PTUN, bahwa alasan kenapa 
tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan peradilan gratis (prodeo), 
yakni: 
 Masyarakat sudah tidak ada yang mau dikatakan miskin; 
 Masyarakat berpikir, lebih baik pakai biaya agar perkara cepat selesai; 
 Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peradilan gratis; 
 Masyarakat Makassar sudah mampu. 
Pada tahun 2009-2010, perkara yang masuk dalam Pengadilan Tata Usaha 
Negara Makassar, yakni 90 perkara dan didominasi oleh perkara tanah (75%), 
dan perkara lainnya yakni masalah kepegawaian. Untuk ajuan peradilan gratis, 
sudah tidak ada yang mengajukan. 
Tambahan keterangan dari panitera Pengadilan Tata Usaha Negara 
Makassar yaitu bapak Apdin Taruna Munir, SH., bahwa pada tahun 2008 dan 
tahun 2009 terdapat anggaran dana untuk berperkara gratis di dalam DIPA 
(Daftar Isian Pelaksanaan Negara), akan tetapi anggaran tersebut yang 
60 
 
diperuntukkan untuk berperkara dengan cuma-cuma, tidak dipergunakan akibat 
tidak adanya pemohon untuk berperkara dengan cuma-cuma. Sehingga anggaran 
tersebut di kembalikan ke Mahkamah Agung lagi. Anggaran dana untuk 
berperkara gratis di tahun 2008, yaitu Rp. 200.000.000 dan di tahun 2009, Rp. 
101.000.000.  
Pengadilan Tata Usaha Negara tetap mengusulkan akan adanya anggaran 
untuk prodeo atau berperkara dengan gratis di tahun 2010 ini, akan tetapi 
pemerintah tidak menerima usulan tersebut, dengan alasan, untuk apa 
dikeluarkan anggaran dana untuk prodeo kalau tidak ada masyarakat yang 
mengajukan permohonan untuk berperkara dengan gratis. Dan pemerintah juga 
beranggapan, bahwa PTUN Makassar gagal karena anggaran dana untuk 
berperkara  gratis, tidak dipergunakan.
2
 
Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Article 
7/Pasal 7 , yang berbunyi: 
“All are equal before the law and are entitled without any discrimination to 
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any 
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to 
such discrimination.” 
(Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama 
terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, 
dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini) 
                                                             
2 Apdin Taruna Munir, Panitera, Wawancara oleh penulis di PTUN Makassar, 24 mei 2010. 
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Setiap orang, baik secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok berhak 
mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status. Dan perlindungan 
hukum yang dimaksud di sini, salah satunya adalah pemberian bantuan hukum 
bagi setiap warga masyarakat yang membutuhkannya. Mulai dari penyuluhan 
hukum, pendampingan kasus di pengadilan hingga pada penanganan biaya 
perkara. Sehingga sangat dibutuhkan suatu sistem kerja yang dibangun secara 




B. Tingkat Keadilan Hakim dalam Menangani Perkara Masyarakat Miskin. 
 Dasar hukum 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
- Pasal 27 ayat (1), 
“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan 
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah 
tersebut tanpa terkecuali.” 
 
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan 
hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal 
counsel), diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law), 
keadilan untuk semua (justice for all). 
 
 
                                                             
3
Muh. Sirul Haq, Kontroversi Penerapan pelayananbantuan Hukum Gratis di Makassar. H. 
1. http://www. Google. Com (25 Agustus 2009). 
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b.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
- Pasal 4 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hari nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut……..” 
 
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  
- Pasal 22 ayat (1) 
“Adokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada 
pencari keadilan yang tidak mampu.” 
 
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
- Pasal 56 
(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum. 





Dalam hal tingkat keadilan hakim dalam menangani perkara antara orang 
mampu dan orang yang tidak mampu, hakim dituntut untuk barsikap adil 
terhadap keduanya tanpa adanya perbedaan perlakuan karena tingkat 
ekonominya yang berbeda.  
Tanggapan masyarakat yang menyatakan bahwa perkara yang ditangani 
masyarakat tidak mampu, prosesnya lambat dan berbelit-belit. Hal ini di bantah 
oleh salah satu hakim di PTUN Makassar yaitu bapak A. Rizki Ardiansyah, SH., 
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bahwa hakim dituntut untuk memutus perkara selambat-lambatnya 6 bulan. 
Kalaupun perkara tersebut tidak di putus dengan batasan yang ditentukan, hakim 
harus menyatakan alasannya. Di setiap pengadilan menganut asas persamaan, 
sehingga semua perkara harus di putus tanpa membedakan antara perkara orang 
yang tidak mampu dan perkara orang yang mampu. Jadi masyarakat yang tidak 
mampu, tidak usah takut dalam berperkara di pengadilan, dan bagi yang mampu, 
jangan berharap akan menang dengan uangnya tau kekayaannya. Hakim lebih 
condong melihat pada faktor-faktor hukum di banding non hukum. 
Adapun tanggapan lain dari staf PTUN, bahwa tingkat keadilan hakim 
dalam menangani perkara antara masyarakat miskin dan masyarakat yang 
mampu, sangat relatif dalam memandang hal keadilan tersebut. Kadangkala 
Hakim merasa bahwa keputusan yang diambilnya sudah sangat adil namun di 




C. Aplikasi Peradilan Gratis Bagi Masyarakat Miskin di PTUN Makassar 
Berbicara mengenai pengaplikasian peradilan gratis bagi masyarakat 
miskin, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, masyarakat yang tidak 
mampu dapat mengajukan permohonan prodeo, dengan ketentuan bahwa yang 
bersangkutan betul-betul tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan 
tidak mampu dari kelurahan. Setelah menerima permohonan tersebut, maka akan 
                                                             




di lihat dalam DIPA, apakah ada anggaran untuk berperkara dengan gratis atau 
tidak ada. Jika anggaran dalam DIPA ada, maka ajuan permohonan untuk 
berperkara dengan gratis akan di proses lebih lanjut sampai perkara tersebut di 
putus. 
Di dalam UU No. 5 Tahun 1986 ketentuan yang mengatur tentang 
berperkara secara cuma-cuma diatur dalam ketentuan: 
Pasal 60: 
Ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan 
untuk bersengketa dengan cuma-cuma. 
Ayat (2) permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan 
gugatannya disertai surat keterangan tidak mampu dari Kepala 
Desa atau Lurah ditempat kediaman pemohon. 
Ayat (3) dalam keterangan harus dinyatakan bahwa pemohon itu betul-betul 




Mengenai masalah mampu atau tidak, pada pasal 60 ayat (2), menurut UU 
PTUN, seseorang di anggap tidak mampu apabila penghasilannya sangat kecil, 
sehingga ia tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pembelaan perkara 
di pengadilan. Ketidak mampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan 
berdasarkan penilaian yang objektif. 
Peradilan gratis bagi masyarakat miskin di PTUN Makassar, sudah 
diterapkan dengan baik yang ditandai dengan adanya ajuan permohonan 
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berperkara dengan gratis. Namun dalam hal ini terdapat kelemahan, karena 
semenjak tahun 1997-2010, sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengajukan 
permohonan berperkara gratis. Sebagaimana yang telah penulis paparkan 
sebelumnya, bahwa hal ini terjadi bukan karena kurangnya kerja-kerja para 
pejabat PTUN, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai 





                                                             








  PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang penulis susun pada bab-
bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar telah berjalan 
dengan baik, panitera dan para staf lainnya telah bermohon kepada MA agar 
dikeluarkan anggaran untuk berperkara dengan gratis bagi golongan yang 
tidak mampu dalam mempertahankan haknya atau golongan miskin yang 
mencari keadilan.  
2. Tingkat keadilan hakim dalam menangani perkara, hakim tetap berlaku adil 
terhadap siapa saja tanpa memandang golongan, baik itu orang yang 
berperkara dari golongan miskin maupun dari golongan yang mampu. 
Subyek dalam perkara  di PTUN terdiri dari dua belah pihak yaitu: 
1) Subyek Penggugat 
2) Subyek Tergugat 
Penggugat secara yuridis normatif telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 53 UU 
No 5 Tahun 1986 yang berbunyi: 
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 








Dari bunyi Pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun baik 
WNI maupun WNA, perorangan maupun badan hukum perdata yang dirugikan 
kepentingannya, akibat diterbitkan atau tidak diterbitkannya suatu keputusan  
tata usaha negara, maka kepadanya mempunyai hak menggugat.  
Meski demikian satu hal yang harus diperhatikan, didalam praktek adalah 
bahwa penggugat haruslah pihak yang benar-benar secara langsung dirugikan, 
karena terbitnya suatu keputusan tata usaha negara tersebut.  
Dalam hal Penggugat bukan pihak yang secara langsung dirugikan, maka 
dapat dipastikan gugatannya akan dinyatakan tidak diterima, sebab pihak 
penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kualitas sebagai Penggugat. 
Ketentuan ini menurut Marbun tentunya sejalan dengan asas point d’interet, 
point d’action atau tidak ada kepentingan tidak ada aksi. Gugatan bisa diterima, 
sepanjang penggugat adalah pihak yang berkepentingan secara langsung.  
Menurut Indroharto untuk menentukan ada tidak suatu kepentingan, 
sehingga menimbulkan hak bagi seseorang untuk menggugat, dapat disebabkan 
oleh dua faktor yaitu: 
 Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat. 
 Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan tata usaha negara yang 
bersangkutan. 
Sesuai pendapat dari Chambliss & Seidman, salah satu faktor yang 






masyarakat itu masuk dan di proses di dalam mekanisme peradilan (The way in 
which the issues are presented). 
Dalam Pengadilan TUN, bahan perkara harus dimasukkan ke dalam 
instrumen peradilan yang disebut sebagai surat gugat. Instrumen peradilan ini 
(surat gugat) bertugas membawa pesan hukum dari penggugat baik langsung 
maupun melalui kuasa hukumnya. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebuah surat gugat dalam  Pasal 56 
UU PTUN sebagai berikut: 
a. Gugatan harus memuat: 
 Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau 
kuasanya; 
 Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. 
 Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk di putuskan oleh pengadilan. 
b. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa  penggugat, 
maka  gugatan  harus disertai surat kuasa yang sah         
c. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang 
disengketakan oleh Penggugat.  
Dalam surat gugat PTUN, penggugat juga dapat mengajukan beberapa 
permohonan  yang  masih berkaitan  dengan  perkara tersebut, yakni: 
 Permohonan untuk beracara dengan cuma-cuma (Prodeo) 






 Permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan tata usaha negara 
yang sedang disengketakan. 
Permohonan untuk beracara secara cuma-cuma, dapat diajukan oleh 
penggugat   yang merasa  dirinya  tidak akan mampu untuk membiayai proses 
berperkara. Penggugat yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan yang 
ditujukan kepada ketua pengadilan. Untuk dapat mengajukan permohonan 
beracara secara cuma-cuma ini, Penggugat yang menjadi pencari keadilan wajib 
melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan  yang 
menyatakan  dirinya  tidak  mampu.   
Ketua Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan ini, dengan 
melihat fakta riil dari penggugat, apabila memang terpenuhi syarat materiilnya 
ketua PTUN akan mengabulkannya, tetapi apabila penggugat mampu untuk 
membiayai perkara itu ketua PTUN akan menolaknya . Terhadap putusan Ketua 
PTUN yang berkaitan dengan permohonan beracara secara cuma-cuma, bersifat 
final sehingga tidak ada upaya hukum atas penolakan tersebut.    
 
B. Implikasi Penelitian 
Agar hasil penelitian tidak hanya untuk menjadi persyaratan untuk 
mencapai gelar sarjana maka ada beberapa saran atau rekomendasi untuk pihak 
pengelolah Pengadilan Tata Usaha Negara agar kedepan PTUN  mandiri lebih 






a. Diharapkan kepada hakim untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin 
dalam berperkara dengan gratis. 
b. Diharapkan kepada staf PTUN untuk tidak mempersulit dan memberikan 
bimbingan yang baik kepada masyarakat tidak mampu dalam berperkara 
dengan gratis. 
c. Kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk berperkara dengan 
gratis agar sadar dan taat terhadap setiap aturan yang telah disepakati 
bersama. 




















Abdullah, Rozali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT. RajaGrafindo 
Persada: Jakarta, 2004. 
 
Abdullah, Rozali. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT. Raja 
Grafindo Persada: Jakarta, 1994. 
 
Akbar, Patrialis. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 160. http//www. Google. 
Com (29 Oktober 2009). 
 
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003. 
 
Cesariyanto, Cesar. Laporan PKL di Bidang Hukum. http://www. Google. Com 
(22 Januari 2009). 
 
Dar el-Shorouk. Al-Islam : Aqidah wa Syari’ah, Kairo, 1997 
 
Irawan Tjandra, W., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, UAJY: 
Yogyakarta. 
 
Kansol. Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara. PT. Pradnya Paramita: 
Jakarta, 2003. 
 
Kholik Hazim, Nur, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Terbit Terang: Surabaya,. 
2004. 
 
Lopa, Baharuddin dan Hamzah A. Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar 
Grafika: Jakarta, 1993. 
 
Marbun, SF. Peradilan Tata Usaha Negara. Liberty: Yogyakarta, 1988. 
Setiadi, Wicipto. Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. PT. 
RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1995. 
 
Situmorang, Victor dan Soedibyo. Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara. 







Situmorang, Victor dan Soedibyo. Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara. 
PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1992. Cet. 2. 
 
Sirul Haq, Muhammad. Kontroversi Penerapan pelayananbantuan Hukum Gratis 
di Makassar. http://www. Google. Com (25 Agustus 2009). 
Soebroto, Thomas. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
Dahara Prize: Semarang. 1994. 
 
Soetami, A. Siti. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT. Eresco: 
Jakarta, 1994. 
 
Tjakranegara, Soegijatno. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di 
Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta, 2000. 
 
Tri Wahyudi, Abdullah. Unsur Sifat Melawan Hukum. http//www. Google. Com 
(24 Mei 2010). 
 
_________ , UUD 1945, Sinar Grafika: Jakarta, 2007. 
_________,Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,  IAIN : Makassar , 2001 
 
Widiana, Wahyu dkk. Pelaksanaan Bankum. http://www. Google. Com 
(19/07/2010). 
 



















































PANITERA MUDA PERKARA 
SITTI RAHMATIAH, SH 
NIP : 040 063 839 
MEJA PERTAMA 
ABDUL RAHMAN 







TUGAS MEJA PERTAMA 
1. Menerima gugatan, permohonan 
banding, permohonan kasasi, 
permohonan peninjauan kembali, 
eksekusi dan memberikan penjelasan 
serta penaksiran biaya perkara 
2. Menrima gugatan perlawanan terhadap 
penetapan dismissal 
3. Menetapkan rencana/panjar biaya 
perkara yang dituankan dalam SKUM 
4. Menyerahkan kembali gugatan atau 
permohonan kepada yang mengajukan 
gugatan atau permohonan 
5. Menyerahkan kembali/mengirimkan 
surat gugatan, permohonan banding, 
permohonan kasasi, permohonan 
peninjauan kembali dan permohonan 




TUGAS MEJA KEDUA 
1. Menerima surat  gugatan, perlawanan 
dari pengguga/perlawanan dalam rangkap 
sebanyak jumlah tergugat ditambah tiga 
untuk keperluan majelis hakim. 
2. Mencatat/mendaftar surat gugatan atau 
permohonan dalam buku register serta 
memberi nomor register kepada surat 
gugatan atau permohonan tersebut 
3. Menyerahkan kembali surat gugatan 1 
rangkap yang telah diberi nomor register 
kepada penggugat/pemohon 
4. Menerima gugatan melalui pos 
5. Menyerahkan perkara yang sudah 
ditetapkan mejelis hakimnya, kepada 
majelis hakim yang ditunjuk setelah 
dilengkapi dengan formulir penetapan 
hari pemeriksaan persiapan dan mencatat 
pembagian perkara tersebut dengan tertib. 
6. Mencatat dalam buku register secara 
tertib, setiap pemberitahuan penentuan 
tanggal pemeriksaan persiapan dan 
sidang-sidang beserta alasan penundaan, 
yang diterima dari panitera pengganti 
setelah proses pemeriksaan persiapan 
sidang tersbut. 
7. Mencatat dengan cermat dalam buku 
register yang terkait, semua proses 
perkara yang berkenaan dengan perkara 
banding, kasasi dan peninjauan kembali 
dalam buku register yang bersangkutan 
 
 
TUGAS MEJA KETIGA 
1. Menyerahkan/mengirimkan salinan 
putusan/ penetapan pengadilan tata 
usaha negara, putusan pengadilan 
tinggi tata usaha negara/ mahkamah 
agung kepada yang berkepentingan 
2. Menerima : 
a. Nomor banding 
b. Kontra memori banding 
c. Nomor kasasi 
d. Kontra memori kasasi 
e. Jawaban/tanggapan/alasan PK 






1. Menerima pembayaran uang 
panjar biaya-biaya perkara dan 
pemeriksaan setempat dari calon 
penggugat/tergugat berdasarkan 
SKUM 
2. Membukukan penerimaan uang 
panjar biaya perkara dan biaya lain 
tersebut dalam buku penerimaan 
uang (berupa buku jurnal) 
3. Mengembalikan/mengirimkan asli 
serta tindasan pertama SKUM 
kepada pihak calon penggugat  
4. Menyerahkan panjar biaya perkara 
dan atau biaya lain yang diterima 
kepada bendaharawan perkara 
5. Dari panjar biaya perkara tersebut, 
biaya-biaya (untuk perkara yang 
bersangkutan 
 
6.  Dari panjar biaya perkara tersebut , juga dikeluarkan biaya-biaya kepaniteraan 
yang harus disetor pada kas negara melalui bendaharawan penerima 
7. Pengeluaran biaya upah tulis materai, redaksi dan leges diukeluarkan dari panjar 
biaya perkara setelah perkara putus 
8. Pengeluaran uang dari biaya panjar yang diperlukan bagi penyelenggaraan 
pengadilan untuk ongkos-ongkos panggilan, pemberitahuan dengan pos tercatat, 
pemeriksaan setempat, biaya sumpah dan eksekusi yang harus dicatat dengan 
tertib dalam masing-masing buku jurnal 
9. Pemasukan dan pengeluaran untuk setiap harinya, harus dilaporkan kepada 











STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN MUDA HUKUM 
Bertugas untuk melakukan urusan data perkara, statistik dan dokumentasi 
Pengadilan Tata Usaha Negara serta urusan lain yang berhubungan dengan 
kepaniteraan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yaitu melakukan pengiriman laporan perkara gugatan yang masuk dan yang 





















Asgem Jaya, SH Nur Hasmin S.Pd
  
Andi Putri Bulan, SH 
Fatmawati, SH 
 
1. Membuat data statistik di 
peraturan setiap 
tahunnya, dan  
2. Mendaftar surat kuasa 
untuk keperluan 




kan inaktif dan 
3. Mengelola perpustakaan 
peatun. 
1. Membuat laporan 
keadaan perkara bulanan 
2. Membuat laporan 
perkara gugatan masuk 
dan yang diputus setiap 
bulannya dan 
3. Membuat laporan 
keadaan perkara banding 
setiap kasasi, peninjauan 
kembali dan eksekusi 
setiap empat bulannya 
dan membuat laporan 
kegiatan hakim setiap 
enam bulannya 
4. Membuat laporan 
tahunan 
Panitera Muda Hukum 







Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, 
No. W4. TUN. 1 / 76 / AT. 01. 06 / 1 / 2010 Tanggal 04 januari 2010 
Juncto Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 
 
I. Pedoman penaksiran panjar biaya perkara. 







Banding Kasasi Peninjauan 
kembali 
Kota Makassar   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Gowa   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Maros   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Takalar   500.000 850.000 1.000.000 3.100.000 
Kab. Pangkep   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Barru   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kota Pare-pare   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Jeneponto   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Bantaeng   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab.Bulukumba   500.000 950.000 1.100.000 3.200.000 
Kab. Sinjai   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Pinrang   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Sidrap   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Soppeng   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Wajo   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Bone   500.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Enrekang   600.000 1.050.000 1.200.000 3.300.000 
Kab.Tana 
Toraja 
  600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab Luwu   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 











Kab.Luwu Utara   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Selayar   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Polman   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Majene   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Mamasa   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab. Mamuju   600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
Kab.Mamuju 
Utara 
  600.000 850.000 1.000.000 3.000.000 
 
B. Perincian Penaksiran Biaya Perkara 
1. Tingkat Pertama (Gugatan) 
- Biaya pendaftaran gugatan (PNBP disetor ke kas Negara)   Rp. 30.000 
- Biaya panggilan/pemberitahuan ditaksir @15.000 
(sejumlah yang nyata sesuai yang tertera pada resi  
Pengiriman + biaya transportasi/parkir) x (ditaksir 
20 kali panggilan/pemberitahuan)            Rp. 300.000 
- Biaya materei @Rp. 6.000 x 3 putusan  
(ditaksir 1 putusan + 2 putusan sela)                    Rp.  18.000 
- Hak redaksi (PNBP di setor ke Kas Negara)                      Rp.    5.000 
2. Tingkat Banding 
- Biaya pendaftaran permohonan banding  
   (PNBP disetor ke Kas Negara)                            Rp.   50.000 
- Biaya banding untuk 1 permohonan banding  
   (dikirim ke PT TUN Makassar)            Rp. 250.000  






- Biaya pemberitahuan ditaksir Rp. 15.000  
   (sejumlah yang nyata sesuai yang tertera pada resi  
    pengiriman) x ditaksir 20 kali pemberitahuan)                     Rp. 300.000 
- Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara (sejumlah  
   yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir                    Rp. 175.000 
- Pengiriman berkas dan pengiriman tembusan  
Kepada para pihak            Rp.   35.000 
3. Tingkat Kasasi 
- Biaya pendaftaran permohonan kasasi  
   (PNBP disetor ke Kas Negara)                            Rp.   50.000 
- Biaya kasasi untuk 1 permohonan kasasi  
   (dikirim ke Mahkama Agung RI)            Rp. 500.000  
- Biaya foto copy (sesuai jumlah halaman) di taksir               Rp.    50.000 
- Biaya pemberitahuan ditaksir @Rp. 15.000  
   (sejumlah yang nyata sesuai yang tertera pada resi  
   pengiriman) x ditaksir 15 kali pemberitahuan)                     Rp. 225.000 
- Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara (sejumlah  
   yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir                    Rp. 175.000 
- Pengiriman berkas dan pengiriman tembusan  








4. Peninjauan Kembali 
- Biaya pendaftaran peninjauan kembali  
   (PNBP disetor ke Kas Negara)                           Rp.   200.000 
- Biaya peninjauan kembali 
 (dikirim ke Mahkamah Agung RI)           Rp. 2.500.000  
- Biaya foto copy (sesuai jumlah halaman) di taksir               Rp.     50.000 
- Biaya pemberitahuan ditaksir Rp. 15.000  
   (sejumlah yang nyata sesuai yang tertera pada resi  
    pengiriman) x ditaksir 15 kali pemberitahuan)                     Rp.   225.000 
- Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara (sejumlah  
   yang nyata sesuai biaya penggandaan) ditaksir                    Rp.   100.000 
- Pengiriman berkas dan pengiriman tembusan  
   Kepada para pihak            Rp.   35.000 
II. Biaya pemeriksaan setempat 
- Uang harian hakim per orang perhari                                Rp. 400.000 
- U ang harian panitera pengganti perhari          Rp. 350.000 
- Uang harian petugas keamanan per orang perhari  
(sesuai kebutuhan) maksimal 2 orang          Rp. 100.000 
- Transportasi/sewa mobil + bahan bakar perhari  
(sesuai kebutuhan)           Rp. 450.000 







III. Biaya pengambilan salinan putusan 
- Biaya pengambilan salinan putusan untuk  
semua lingkaran peradilan ditaksir                              Rp. 50.000 s/d Rp. 75.000 
- Biaya penjilidan, sampul/map                                                             Rp. 20.000 
- Biaya foto copy Rp. 200 x (ditaksir 100 halaman)                             Rp. 20.000 
- Biaya materei                                                                                      Rp.   6.000 
- Upah tulis untuk disetor Negara Rp. 300 per halaman x  
(ditaksir 100 halaman)                                                                        Rp. 30.000 
- Penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan  
(PNBP disetor ke Kas Negara) per lembar                                        Rp.      300 
- Uang legas perputusan/penetapan (PNBP disetor ke Kas Negara)   Rp.    3.000 
IV. Hak-hak kepaniteraan lainnya PNBP untuk disetor ke Kas Negara 
- Legalisasi bukti          Rp. 5.000 
- Pencatatan Akta Banding         Rp. 5.000 
- Pencatatan Akta Kasasi         Rp. 5.000 
- Pencatatan Akta Peninjauan Kembali       Rp. 5.000 
- Penyerahan Akta Banding         Rp. 5.000 
- Penyerahan Akta Kasasi         Rp. 5.000 
- Penyerahan Akta Peninjauan Kembali      Rp. 5. 000 
- Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai  
surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan per berkas   Rp. 5. 000 






- Pendaftaran surat kuasa per Akta      Rp. 5.000 
- Biaya pembuatan izin beracara insidentil     Rp. 5.000 
- Pencatatan pembuatan Akta atau berita acara penyumpahan  
atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai  
akibat keputusan pengadilan                             Rp. 5.000 
- Pembuatan surat keterangan oleh panitera                Rp. 5.000 
V. Ketentuan Umum 
1. Pembayaran panjar biaya perkara wajib melalui Bank BNI Syari’ah atau BNI 
setelah menerima slip setoran dari kasir 
2. Jika panjar biaya perkara tidak mencukupi penggugat/pemohon harus 
menambah sesuai kebutuhan. 
3. Jika panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada penggugat/pemohon 
4. Biaya pemeriksaan setempat, biaya pengambilan salinan putusan dan hak-hak 
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No  NAMA JABATAN 
1. H. Iswan Herwin, SH, MH Ketua 
2. Haryanto Sulistyo Wibowo, SH Wakil Ketua 
3. Imanuel Mouw, SH Hakim  
4. Dermawan Ginting, SH Hakim 
5. Juliah Saragih, SH Hakim 
6. Abdullah Riziki Ardiansyah, SH Hakim 
7. Erly Suhermanto, SH Hakim 
8. Rosidah, SH Hakim 
9. Muh. Ilham, SH Hakim 
10. Ardoyo Wardhana, SH Hakim 
11 Desy Wulandari, SH Hakim 
12 Ilham Hamir, SH. MH Panitera/Sekretaris 
13 Baharuddin, SH.MH Wakil Panitera 
14 Drs. Bahar Mattaliu, SH Wakil Sekretaris 
15 St. Rahmatiah, SH, MH PANMUD perkara 
16 Andi Hasanuddin, SH PANMUD Hukum 
17 H. Ambotang KASUBAG umum 
18 Muh. Nur KASUBAG Keuangan 

















Pedoman wawancara, panulis mempersiapkan beberapa pertanyaan, yakni: 
- Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. 
- Hal apa saja yang harus dilakukan untuk bisa berperkara dengan gratis? 
- Syarat dikatakan  masyarakat miskin oleh pengadilan. 
- Bagaimana tingkat keadilan hakim dalam menangani perkara antara orang miskin 
dan orang mampu. 
- Biaya-biaya berperkara di PTUN. 
















































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama saya Herlina, anak ketiga dari lima bersaudara. Saya anak 
dari Syamsuddin dan Fatimah. Saya berasal dari SULTRA, lahir 
di Pomalaa tanggal 10 Mei 1987. Saya mengenyam pendidikan di 
SDN 1 Pomalaa, SMPN 1 Pelambua, SMANSA Antam dan 
pendidikan terakhirku di UIN Alauddin Makassar. Selama kuliah di UIN Alauddin 
Makassar ini, saya pernah menjabat sebagai wakil ketua HMJ HPK, Koordinator 
Keperempuanan di BEMF Syari’ah dan Hukum, dan di organisasi ekstra kampus, 
saya pernah menjabat sebagai Ketua Rayon PMII Fakultas Syari’ah, Bendahara 
Umum PMII Komisariat UIN Alauddin Makassar, dan Bendahara Umum PMII 
tingkat Cabang Makassar Raya. 
